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BAB V 

KESIMPULAN 

 Dalam dunia politik internasional, hubungan kerjasama dilakukan oleh berbagai aktor 

untuk mencapai pemenuhan kepentingan bersama. Aktor yang terlibat dalam hubungan 

kerjasama ini bukan hanya aktor negara, tetapi juga aktor non-negara, seperti institusi 

internasional dan organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang memiliki 

hubungan kerjasama dengan banyak negara anggota PBB adalah The Food and Agriculture 

Organization (FAO) yang menjalin kerjasama dengan lebih dari 194 negara anggota. Agenda 

yang dibawa oleh FAO dalam pembentukannya adalah untuk mengentaskan kelaparan di 130 

negara di seluruh dunia. Upaya pengentasan kelaparan ini disusun FAO dengan cara 

berkoordinasi dengan negara-negara tersebut untuk menyusun proyek dan program yang dapat 

membantu optimalisasi kondisi pangan, agrikultur, perikanan dan kehutanan di negara-negara 

bersangkutan. Semenjak dibentuk pada tahun 1945, sudah banyak proyek FAO yang 

membuahkan hasil baik dan terbukti membantu banyak negara dalam melewati permasalahan 

krisis yang mereka hadapi.  

 Indonesia merupakan salah satu anggota dari FAO yang bergabung pada tahun-tahun 

awal FAO dibentuk. Setelah merdeka pada tahun 1945,  Indonesia memutuskan untuk bergabung 

bersama FAO di tahun 1948. Setelah bekerja sama selama 30 tahun, pada tahun 1978 FAO 

mendirikan kantor representasinya di Jakarta agar memudahkan koordinasi dan kolaborasi dalam 

permasalahan pengentasan kelaparan di Indonesia. Sampai tahun 2020 sudah lebih dari 650 

proyek dan program yang dilaksanakan oleh FAO di seluruh Indonesia dengan bantuan dari 

berbagai ahli dan konsultan. Dalam mengerjakan program dan proyek tersebut, FAO memiliki 

Country Programming Framework (CPF) yang berguna sebagai kerangka program dan proyek 

yang akan dilaksanakan di Indonesia. FAO memprioritaskan empat bidang prioritas yang berlaku 

untuk memandu kemitraan dan dukungan FAO kepada pemerintah Indonesia. Keempat bidang 

prioritas dari CPF dikaji dalam periode waktu 5 tahun sekali untuk menyesuaikan dengan 

kebutuhan negara dalam menangani permasalahan pangannya.  

Indonesia terdiri atas wilayah kepulauan yang memiliki kondisi geografis yang berbeda 

di tiap pulaunya, sehingga tantangan ketahanan pangan yang dihadapi di setiap provinsi nya juga 
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berbeda. Beberapa kajian akademis di bidang pertanian menyebutkan bahwa memang pada 

faktanya kondisi pangan di wilayah Indonesia timur memiliki kondisi yang lebih buruk daripada 

wilayah barat dan tengah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan 

budaya bercocok tanam, sifat geografis yang berbeda, makanan pokok yang berbeda di masing-

masing wilayah, kondisi akses transportasi dan ekonomi yang masih dalam pengembangan 

sehingga menyulitkan masyarakat untuk memiliki akses terhadap pangan yang sehat. Selain itu 

juga pengetahuan dasar pangan yang belum baik membuat SDM di wilayah Indonesia timur 

kurang memahami pemanfaatan pangan daerah mereka sendiri. Wilayah Indonesia timur yang 

masuk 5 daerah dengan ketahanan pangan terendah pada tahun 2016-2020 adalah Maluku, Nusa 

Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua sebagai wilayah dengan kondisi terburuk. Wilayah 

Indonesia timur menjadi wilayah yang mengalami kerentanan pangan tinggi juga karena masih 

tergantung pada pasokan dan distribusi pangan yang berasal dari wilayah-wilayah di Indonesia 

bagian barat, seperti pulau Jawa dan Kalimantan. Ketahanan pangan di Indonesia timur 

diperparah dengan tingginya pengungsi yang masuk ke wilayah-wilayah tersebut yang sudah 

menjadi permasalahan dari tahun 1970 hingga saat ini. Pengungsi tersebut masuk dari berbagai 

daerah, baik dari negara tetangga Papua Nugini maupun dari dalam Indonesia sendiri. Dengan 

banyaknya pendatang, warga lokal menjadi kehilangan jatah pangan karena harus berbagi dan 

sejauh ini pembagian pangan tersebut lebih didominasi oleh pendatang karena memiliki akses 

yang lebih baik.  

Secara khusus, Papua merupakan wilayah dengan kerentanan pangan tertinggi dari 

seluruh provinsi di Indonesia. Dari total 156 distrik terdapat 119 distrik (setara 76,18 persen) 

yang masih mengalami defisit ketersediaan pangan. Kondisi tersebut dipengaruhi juga dengan 

kondisi ekonomi masyarakat Papua. Provinsi Papua masih menjadi wilayah dengan tingkat 

kemiskinan tertinggi dengan persentase 26,55 penduduk miskin. Persentase tersebut diakibatkan 

karena masyarakat lokal yang tidak memiliki sumber pendapatan yang baik, karena harus 

bersaing dengan pendatang dari lokal maupun negara tetangga. Selain kondisi ekonomi, kondisi 

topografi di Papua yang masih bervariasi menjadikan akses transportasi ke masing-masing 

daerahnya sulit. Transportasi yang masih menjadi moda transportasi utama di Papua adalah 

transportasi darat dan udara, sedangkan moda transportasi udara memiliki ongkos kirim yang 

mahal sehingga jarang penduduk lokal memakai moda tranportasi udara untuk dapat mengakses 

pangan. Di sisi lain, dalam permasalahan akses ke air bersih, sanitasi yang higienis dan fasilitas 
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pengolahan bahan pangan yang sehat, provinsi Papua masih menghadapi tantangan karena 

kenyataannya, 55,61 persen rumah tangga di Provinsi Papua tidak memiliki akses terhadap air 

minum dan air bersih, sedangkan dari angka tersebut hanya 30,50 persen yang memiliki akses 

terhadap sanitasi yang higienis. Kondisi-kondisi diatas yang pada akhirnya menjadikan provinsi 

Papua sebagai provinsi dengan ketahanan pangan terendah di Indonesia.  

 Melihat kondisi tersebut, FAO menyusun beberapa program dan proyek dalam periode 

waktu 2010-2019 dalam upaya membantu masyarakat di provinsi Papua memiliki ketahanan 

pangan yang baik. Dalam penyusunan program dan proyek tersebut FAO membaginya menjadi 

tiga kategori besar yaitu 1) Area Peternakan dan Pertanian; 2) Area Kelautan dan Perikanan; dan 

3) Area Kehutanan, tetapi hanya area peternakan dan pertanian saja yang memiliki dampak besar 

terhadap ketahanan pangan di Papua dalam periode 2010-2019. Diawali pada tahun 2011 dimana 

FAO membentuk sebuah proyek mengenai pengendalian Flu Burung melalui program 

Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases (ECTAD) yang dibentuk pada 2005, 

ketika wabah tersebut merebak. Dengan keberhasilan proyek tersebut, pada tahun 2017, Papua 

dinyatakan bebas flu burung dan dapat dibuka sebagai pengembangan usaha perunggasan 

domestik, yang pada akhirnya membantu perekonomian masyarakat Papua. Program kedua 

adalah pada tahun 2015 dimana FAO melalui World Food Programme (WFP) masuk ke provinsi 

Papua dan membantu masyarakat dalam mencapai ketahanan pangan di Papua. WFP sendiri 

adalah organisasi bentukan FAO yang memiliki fokus khusus yaitu untuk membantu negara-

negara yang memiliki kerentanan pangan tinggi agar dapat mencapai ketahanan pangan dengan 

bantuan WFP yang berkoordinasi dengan pemerintah negara terkait. Dalam usaha tersebut di 

Papua, WFP bekerja sama dengan berbagai institusi pemerintahan dan kementrian, seperti 

Kementrian Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan. FAO menyusun Food Security and 

Vulnerability Atlas (FSVA)atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagai jurnal acuan 

program, di dalam FSVA tersebut berisi kondisi yang telah terjadi lebih dulu di Papua dan 

strategi dalam mengatasi tantangan di setiap indikatornya. Program ketiga yang menjadi bahan 

analisis penulis adalah proyek FAO di tahun 2016 yang bernama “Pemanfaatan Pati Sagu di 

Indonesia”. Proyek ini disusun dari hasil koordinasi FAO, Kementrian Pertanian dan Badan 

Ketahanan Pangan dalam upaya pemanfaatan pati sagu di Indonesia timur, termasuk Papua. 

Dalam menjalankan proyek ini, FAO menyusun empat azas yang terdiri dari 1) Mengembangkan 

keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing daerah; 2) Menerapkan kebijakan yang 
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terbuka terkait ketahanan pangan; 3) Mendorong terjadinya perdagangan antar daerah; dan 4) 

Mendorong terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan. Proyek ini mendorong produktivitas 

dan pengetahuan masyarakat Papua dalam pemanfaatan pati sagu sebagai sumber pendapatan 

utama daerah. FAO memberikan pelatihan yang diharapkan dapat membantu masyarakat. Secara 

kuantitatif dan berdasarkan data statistika, pelaksanaan ketiga program (ECTAD, WFP, dan 

Pemanfaatan Pati Sagu) di atas membawa perbaikan dalam perekonomian dan lingkungan, tetapi 

belum ada dampak nyata terhadap  ketahanan pangan di Provinsi Papua.  

 Dari hasil analisis menggunakan teori neoliberalisme yang telah dilakukan, penelitian ini 

menunjukan bahwa kerjasama yang dilakukan antara FAO dengan pemerintah Indonesia 

merupakan kerjasama dimana hubungan internasional diwarnai oleh hubungan formal antara 

negara dengan organisasi internsional. Kerjasama ini muncul karena adanya ketergantungan 

yang muncul akibat dari kekosongan dalam anarki yang awalnya hanya diisi oleh negara sebagai 

aktor utama. Dengan adanya FAO sebagai aktor non-negara dapat mengurangi dampak negatif 

dari anarki terhadap aktor politik internasional yaitu ketakutan dan ketidakpastian. Kerjasama 

yang dilakukan dilandasi dengan adanya kepentingan dan tujuan bersama antar FAO dan 

pemerintah Indonesia, yaitu menegakan ketahanan pangan di provinsi Papua. Karena adanya 

kesamaan tujuan tersebut menjadikan hubungan kerjasama dan koordinasi yang dilakukan dapat 

berjalan sesuai dengan kerangka CPF. Jika dilihat dari konsep Food Security, FAO memastikan 

keempat dimensi ketahanan pangan terpenuhi lewat strategi yang disusunnya dalam proyek WFP 

dan lewat azas-azas yang mendasari program “Pemanfaatan Pati Sagu” sehingga perubahan 

statistik menjadi lebih baik menjadi bukti nyata dari keberhasilan program dan proyek tersebut.  

 Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 3 kerjasama utama yang dilakukan 

olehPemerintah Indonesia dan FAO dalam periode waktu 2010-2019 yang berfokus terhadap 

permasalahan ketahanan pangan di Papua. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 

dan FAO tersebut dilandaskan oleh kepentingan yang sama yaitu berusaha menegakan ketahanan 

pangan di provinsi Papua. Dengan kondisi Indonesia yang masih harus berusaha menghadapi 

tantangan ketahanan pangan di Papua, FAO masuk sebagai organisasi internasional yang 

memiliki tujuan untuk membantu negara dalam menangani permasalahan pangannya. Kerjasama  

tersebut juga berjalan dengan adanya koordinasi antara kedua aktor bersangkutan, baik 

pemerintah Indonesia maupun FAO. karena dengan adanya koordinasi yang kuat antara FAO 
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dengan Kementrian Pertanian dan BKP dalam menjalankan program dan proyeknya di Papua, 

FAO dapat mengetahui bagaimana kondisi yang terjadi di Papua sebelumnya.  
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